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oblematika Pemenuhan Hak
onstitusional Masyarakat Hukum Adat

= Khoiriah dan Rudi Wijaya

“‘I-: dahuluan

socradaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak dapat
“andang sebelah mata. Secara historis, MHA merupakan entitas

syarakat yang telah ada sebelum Indonesia diproklamirkan.
“ain itn, secara ekologis, MHA yang saat ini masih hidup terbukti

=mjadi penjaga alam dan lingkungannya.! Katenanya, MHA ‘

semiliki keterikatan kuat yang sifatnya multidimensi dengan tanah

wilayahnya. Bagi MHA, tanah bukan sekadar sumber ekonomi. -

=h merupakan bagian tidak tetpisahkan dari keseluruhan
“=dupan masyarakat hukum adat. Hal tersebut terwujud dalam
==2am ritual adat dilaksanakan sebagai bentuk relasi spiritual
<4 dengan alam lingkungannya.?
Secara konstitusional, MHA telah memiliki jaminan
sdtusional dalam UUD 1945, Pasal 18B Ayat (2) menyatakan

Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan
AMasyarakat Hukum Adat beserta  hak-hak tradisionalnya

“22l ini berkaitan erat dengan kearifan lokal yang senantiasa dimiliki oleh
==p-tiap MHA, semisal pada MHA di Kampung Kuta, Ciatmis yang pada
“=un 2002 mendapatkan penghargaan Kalpataru berkat presatsinya menjaga
“sclestarian hutan lindung (ewweung geds), dalam Iman Hilman, 2011, Kearifan

=a/ Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola
~—mgkungan Hidyp, dalam Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda

= 2. Bandung; Yayasan Kebudayaan Rancage. Hlm. 1.

“kmir Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. Hazk Masyarakat

wkum Adat Atas Wilzyahnya di Kawasan Hutan. Jakatta, Kompas HAM, Hlm.
s

i
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sepanjang  masih hidup dan  sesual cengan (ks
masyatakat dan ptinsip Negara [Cesatuan Repubilil T
yang diatur dalam undang-undang,

Secara tegas tumusan pasal terschut memberikan TR

jawab kepada negara untuk mengakui dan menghoringt &
MHA lengkap dengan hak-hak tradisional yang CiIIRESS
sekaligus membetikan barrier terhadap MITA yang, dujut s
pengakuan dan penghormatan tersebut, yakni el il &8
sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan nesil
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kedun ket
tersebut, masih menurut pasal yang samd, pengaturnng s i
dimuat dalam undang-undang.

Konsepsi mengenai MHA sendiri tidak hanyn dilensd =
Indonesia. Dunia Internasional mengenai MHA dengn [
indigenous people yang sebetulnya lebih merujuk pada e
masyarakat asli suatu daerah. Instrumen hukum Interississ
mengenai  indigenous pesple  ini  senditl berbentulk ekl
Persetikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Magyaralnt A0
(United Nations Declation on the Rights of Indogenons Peoples) yaig
disahkan di New Yok, pada 13 September tahun 2007, e lelueasd
ini menggariskan hak individual dan kolektf para pendudul il
(pribumi), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, T
peketjaan, kesehatan, pendidikan dan isu-isu lainnyn, |
menekankan hak mereka untuk memelihara dan mempeihusd
institusi, budaya dan iradisimereka, dan hak metelka  aban
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi metehs
Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap pendudulc il
dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalain
segala hal yang menyangkut masalah mereka, serta hak mercha
untuk tetap berbeda, dan mengusahakan visi pembanp i
ckonomi dan sosial mereka senditi.’

Jaminan konstitusional sebagaimana disebutkan sebelumnyu,
dalam kenyataan tidak serta merta menjadikan MHA mendapal lean

hak-hak konstitusionalnya. Upaya pemenuhan hak konstitusioni!

e g

3 http:// referensi.elsam.or.id/ 2014/10/ dckla.rasi—pbb—tentang—hak—hakmnu~,,|

rakat-adat/ diakses pada 31 Oktober 2017 pukul 06:24 wib
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1TA llllll:l! darl  tahap  pengaturan pacda tahap
iplementtasinya mengalami - banyak sekali  problem,  Dengan
wnpgpunakan  pendekatan legal, tulisan  ini Iwrutmllm
jenelaah  problematika  yang  dihadapi  tetkait  dengan L.l[I)"l 1
tﬂncnuhnn hak konstitusional MHA dengan berkaca pada kas‘uys.-

wius yang petnah tetjadi,

h".llllj Wil

HOBIO

| Iniversalisme vs. Relativisme

K.c:hcmdaan MHA sejak awal telah memiliki berbagai penafsitan
lJl!?l dilihat dari berbagai sudut pandang. Di bidang hukum
missalnya, para peminat studi hukum di Indonesia akan
n‘lctllggunakan istilah “hukum” diantara masyarakat dan adat
yehingga menjadi masyarakat hukum adat. Bagi peneliti sosial,
nampaknya istilah hukum tersebut terlalu mengikat MHA pad?:
yatu aspek, schingga lebih banyak digunakan istilah Masyarakat
Adat. Bc;lum pula termasuk pendapat-pendapat lain dengan
heragam istilah lain beserta argumentasi penggunaannya.

- Ada yang menempatkan MHA sebagai satuan masyatrakat
{stimewa ka_.rena keterikatannya yang kuat dengan asal-usul suatu
ncgara,‘s.ehmgga MHA petlu diberikan kekhususan sepetti nama
tersendiri; “desa adat, masyarakat hukum adat” yang diatur dalam
produl'{l hukumyang menyatakan kekhususan dalam hal ini
ketradisionalannya.Pemahaman  tersebut bila ditelurusi  akan
betakar pada doktrin cultural relativism. (telativisme budaya)
Pemahaman yang diajarkan dalam doktrin ini adalah bahwa budaya
mcr.upakan satu-satunya keabsahan hak atau kaidah moral
sehn.lgga hak asasi harus dipahami dati konteks kebudayaan dar;
masing-masing negara.*

.Relativisme budaya menempatkan nilai-nilai kebudayaan, adat
'kea:nfan lokal sebagai suatu yang sakral tanpa kehilangan ’fun si’
aghkatifnya dalam masyarakat, sehingga keberadaannya hafus
dijagr:i dap dipertahankan dari satu generasi ke generasi selanjutnya
Implikasinya, MHA dalam pemahaman telativisme budaya akar;

4  Knout D. Asplund, dkk (editor), 2008. H,
? ] . ,éﬂ I 4 .
Yogyakarta:PUSHAM UIL Him. 20. wkum Hak Asasi Manusia.
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ditempatkan sebagai entitas yang, salral pula, yang daluin BESEEs

regulasi sangat mungkin antuk dijadikan suatu objele yang B
dari kuasa MHA itu sendiri, misalnya dijadikan sehnjl e
wisata’, dan sebagainya.

Ada pula yang menganggap tidak perlu menempathan B
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dikhususkan, il SHES
maupun masyarakat hukum pada umumnya dianggap sl

entitas masyarakat yang sama-sama hidup saat ini, dan
dipandang sebagai entitas yang setara. Pemikiran yang sejpii &
erat dengan  dokttin kontemporer universalisin e
dikembangkan oleh Aristoteles. Pemahaman ini meneingail
hak-hak manusia sebagai sesuatu yang universal sehingga e
pada kode-kode moral universal. Pada akhitnya, budayn hinls
primitif akan betkembang untuk kemudian memiliki sistem ks
dan hak yang sama dengan budaya Barat.” Argumentasi unive il
ini, bila dimaknai secara mendalam, hendak menunjukkan [k
doktrin relativisme budaya merupakan pemahaman yang S
etnosentris, yang pada akhirnya menyulitkan entitas negara it
masuk dan membetikan pengaturan terhadap MHA.

Secara normatif-konstitusional sebagaimana telah dibalun &
awal tulisan, MHA telah disinggung dalam UUD NRI Tahun 14
Bila mempethatikan fumusan pasalnya, terdapat istilah "l
tradisional” sebagai sesuatu yang melekat pada MHA, yang, aifiis
juga harus mendapat pengakuan dan penghormatan dati nejiis
Hak tradisional ini, secara sedethana dapat diramuskan sebagi il
yang ditemukan hanya pada lingkungan MHA masing-masing, yiij

5 Contoh ini pada satu sisi metupakan upaya pemetintah untuk meninplaikias
geliat perekonomian di wilayah MHA, namun di sisi lain dapat meniin
ketidaksepahaman dengan MHA yang bersanglutan. Kasus semacati 11l
pernah terjadi misalnya di Kampung Naga, Tasikmalaya, dalam  Ainli
Mudzakkir, 2011, Revivalisme Magyarakat Adat dalam Politik Lokal di Indoneivs
Puasca Socharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa D
dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 13 No. 1, 2011. Him. 1671814

¢  Knut D. Asplund, dkk (editor), 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yopyn
karta: PUSHAM UIL Hlm. 19.

7 Knut D. Asplund, dkk (editos), 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Y opyn
karta: PUSHAM UIL Hlm. 19.
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Lk ditemulean paca asyaealat umum maupun META Taing serta
wrinkan oleh leluhur MELA yang bersangkutan.

Iak masyarakat secara umum yang dalam istilah baku dikenal
denpan hak asasi manusia, secara otomatis masuk pada hak MHA
Sebngai bagian dari masyarakat Negara Republik Indonesia, namun
Tk tradisional MHA bukan menjadi bagian dati hak warga negara
Jecata umum, karena hanya ditemukan dalamkehidupan suatu
MITA tertentu saja. IKeberadaan hak tradisional ini, secara tersirat
ielih menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati
MIIA sebagai satuan yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri
dan menempatkannya sehingga tetjalin pemahaman yang bersifat
relatif.

Apabila dikaitkan dengan keberadaan MHA, Perdebatan
mengenai universalisme dan  relativisme secara fundamental
herakar pada sumber nilai dan moralitas. Paham universalisme,
menempatkan kultur/budaya bukan sebagai sumber moralitas yang
valid, karena sifat moralitas tersebut justru bersifat universal.
Scbaliknya, paham relativisme, menempatkan budaya yang betlaku
lokal sebagai sumber utama dari nilai dan motalitas.® Lantas, dalam
konteks MHA di Indonesia, pemahaman mana yang telah
diterapkan serta lebih cocok untuk diterapkan?

Pendapat penulis sendiri, ~dalam konteks Indonesia,
Nampaknya pemahaman yang tepat digunakan adalah dokttin
relativisme budaya. Hal ini berkaitan dengan aspek kesejarahan
Indonesia yang memiliki dinamika sangat panjang, serta kondisi
kekinian yang beragam sebagaimana didalilkan oleh para pendiri
bangsa dengan sesanti Bhinncka Tungoal Tka. Aspek historis inilah
yang perlu dijadikan sebagai dasar filosofis bahwa, apa yang tetjadi
i masalaluakan memberikan arahan terhadap langkah yang dapat
diambil di masa mendatang. Fakta historis sendiri telah
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk
dan beragam.Keberagaman inilah yang petlu diakui dan dihormati
oleh sistem hukum positif negara. Sehingga, bilapun perlu
penyeragaman, yang petlu diseragamkan atau diuniversalkan adalah

8 Jack Donnelly, 1984. Cultural Relativism and Universal Human Rights, dalam
Human Rights Quarterly, Vol. 6 No. 4. (Nov. 1984). Hlm. 400-419,
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bagaimana  mekanisme  suatu.  hukum  posiit lapsat
melindungi/memenuhi hak-hak MHA, sehingga muasili iils £08
untuk mengutamakan realisasi pelaksanaan pemenuhian lik S
yang tetap konstitusional.

Jalan Panjang MHA di Indonesia

Masyarakat Hukum Adat (MHA), mempunyai pacanan e
istilah masyarakat adat (bahasa Indonesia), Indjenent FHos
(Inggtis), dan Adat rects gemenschappen (Belanda), merupilan siis

masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan sebagaining 08
mereka, serta mempunyai ikatan yang kuat dari aspele learjarsts

terutama berkaitan dengan asal usul dan wilayahnyi META S8
mengalami dinamika panjang dalam sejarah Indonesia, il
bentuk aslinya pada masa kerajaan-kerajaan nusantini, (R
kedaulatan kerajaan-kerajaan tersebut pasca datangnyn [
penyeragaman seluruh aspek masyatrakat termasule MITA s
hingga  keberadannnys o

petjuangan  kemerdekaan,
kemetrdekaan sampai masa reformasi saat ini.

Begitupula dalam  perjalanan  ketatanepgaranii - Hopies
Indonesia, MHA telah banyak mengalami rezim kelnman =

masing-masing punya petlakuan tersendiri terhadiap b
mereka, Pada masa pemerintahan Presiden Sochario rieis
tefjadipembiasan definisi seluruh masyarakal hulcum, sl
keberadaan dan definisi MHA disamakan dengan definisi i

Hal ini tentu merupakan suatu pukulan telale T
karena dengan kondisi demikian maka hak-hale tradision
pun ikut hilang seiting dengan tidak diakuinya elntntennl W
Entitas MHA yang diartikan sama persis dengan cniiins S
dalam kenyataannya membawa kesatuan-kesatunn MEE
keadaan yang tidak layak, menghadapi tindaln il
maupun intimidatif dari berbagai pihak.

Adapun saat ini, salah satu tuntutan o refornad
penegakan terhadap hak asasi manusiv nampakigs bl
memberikan harapan batu bagi MHA, Berbagat melaniog _,:
dihadirkan baik melalui  lembaga-lembaga  negarn S

N
i BIEEN
ke

i bt

HAM dan Kelompok Rentan

peraturan perundang-undangan walaupun masih jauh dari
sempurna, setidaknya telah memuat pengaturan mengenai MHA
febagai kesatuan masyarakat yang dibedakan dari masyarakat
hukum (seperti desa) pada umumnya. Hal tersebutpun disusul
tlengan keluarnya putusan-putusan yang menguatkan keberadaan
MHA, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-
X/2012 yang merupakan putusan dati judicial review Undang-
UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berhasil
mengembalikan hutan adat menjadi milik MHA.

Namun demikian, meskipun telah didukung oleh beragam
mckanisme, nyatanya pemenuhan hak-hak MHA hingga saat ini
masih belum bisa dinyatakan maksimal. Bila berkaca pada kasus-
knsus pelanggaran MHA yang masih tetjadi hingga saat ini,maka
apat disimpulkan masih terdapat paradigma pengenyampingan
MHA dalam pembangunan dengan berbagai alasan, seperti: MHA
felah tertinggal jauh dalam pembangunan, sehingga butuh waktu
ma untuk dapat melakukan pembangunan terhadap MHA; MHA
emiliki hukum adat yang bertentangan dengan hukum positif,
chingga MHA menolak program pembangunan yang dilakukan

Sebagian dari alasan diatas tidak dapat dipungkiti memang
henar, namun, alasan-alasan tersebut ternyata hanyalah paradigma
umum tanpa bukti di lapangan. Di saat yang bersamaan pula,
usan-alasan tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar
upi negara untuk mengentikan upaya pemenuhan hak-hak MHA,
ilimana Indonesia masih mencita-citakan terwujudnya Welfure
e,




HAM dan Kelompok Rentan

Kebutuhan MHA pada Regulasi

Hingga saat ini, tidak sedikit undang-undang sertn perain
turunannya yang menyangkut MEA, dan belum termasuloe i
pelaksanaannya maupun produk hukum daerah," Dail fibir
undang-undang tersebut, ada diantaranya yang telah e
dinamika, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (s
Kehutanan yang beberapa pasalnya dinyatakan Dertenig
dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 7 b
2004 tentang Sumber Daya Air yang oleh Mahkamah I<onie
dinyatakan inkonstitusional ~sehingga dibetlakukan kel
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairai, oo
Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang saat ini b
undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tali
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun telah banyak undang-undang yang dibentule g
memuat ketentuan-ketentuan mengenai MHA, apa yang, diteinb o
di lapangan tidak menunjukkan kondisi yang baik bagi Il

MHA. MHA acapkali menerima petlakuan diskriminail
berbagai pihak. Tindakan atau petlakuan diskriminatif (eraelin
pada akhirnya akan berimplikasi pada terhalangnya pemenuli bt
konstitusional MHA itu senditi. Perlakuan diskriminatil teiuh
berasal dati beberapa faktor yakni faktor internal (dari dalaim MITS

? Beberapa undang-undang tersebut antara lain: Undang-Undang N o
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrarin, |l
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia, Undung il
Nomot 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang N
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Mo
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undany, MNi
tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 4! 14l
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor '/ 14l
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisit dan Pulau-Pulau Kecil, il
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Petlindungan dan Peiij !l
Lingkungan Hidup,

10 Dalam kurun waktu 2013-2016, telah terdapat 69 produk hulcin i
‘mengenai MHA. Hal ini pasca putusan MK Nomor 35/PULI %/ 1
dalam Yance Arizona, dkk. Pengaknan Hukum terbadap Masyarakai 11l
Adat: Tren Produk Hukum Daeral dan NasionalPasea Putysan MK 10/ 11
X/2012. Jakarta: Outlook Epistema 2017, Hlm. 3.
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b nendit) maupun faktor eksternal seperti pemerintah ((aktor
pulisi), perusahaan-perusahaan besar (faktor ekonomi).'” Bila
hetkaca pada kasus yang telah terjadi, semisal etnifikasi terhadap
AILUR (Adat Karuhun Urang) di Cigugur, Kuningan, maka saat ini
Liktor cksternal nampaknya juga telah bertambah yakni faktor dati
masyarakat di luar MHA."
Adapun yang paling sering terjadi, adalah terjadi konflik tetkait
pppan wilayah adat terutama hutan adat yang menghadapkan
MIA dengan perusahaan-perusahaan, Perusahaan swasta berskala
lesnr yang bergerak di bidang industri, seperti perkebunan,
lohutanan, dan pertambangan kerapkali justru mendapatkan
lukungan dari negara.'* Keberpihakan pada modal besar untuk
menpoptimalkan keuntungan yang sebesar- besamya dari lahan
ing tersedia, pada akhirnya cenderung mengabaikan eksistensi
MITA yang hidupnya sangat bergantung pada lahan-lahan yang
(iambil alih oleh pemilik modal.

Sekelumit problem yang terjadi diatas, menggambarkan
Lesenjangan yang cukup jauh antata das sen dan das sollen
pemenuhan hak konstitusional MHA. Permasalahan yang dihadapi
terkait hak-hak MHA bukan hanya pada tahap implementasi,
numun sudah sejak tahap regulasi. Hal ini terbukti dengan tidak
udanya undang-undang organik yang secara rinci mengatur hak-hak
MIA serta sanksi bagi yang melanggar ketentuannya. Pengaturan
MIHA sampai saat ini tersebar secara parsial dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang itupun bersifat sektoral pada
jektor hutan dan sumber daya alam.

Kondisi diatas tentu akan berimbas pada produk hukum
tlaerah yang digagas di daerah-daerah yang memiliki MHA. Pada
prosesnya, pengidentifikasian MHA dalam produk hukum daerah
dilakukan tanpa barrier yangjelas. Problem ini telah ditemukan

Il Terutama terjadi pada MHA yang menolak campur tangan megara dalam
kehidupan komunitas MHAnya

12 John Haba, 2010. Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sehuah Reflefesi. Jurnal
Masyatakat dan Budaya Volume 12 Nomor 2 Tahun 2010. Hlm. 255.

B Ira Indtawardana, 2014. Berketubanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda
Wiwitan. Jurnal Melintas Volume 30 Nomor 1 Tahun 2014, Him. 107.

14 Inkuiri Nasional Komisi Hak Asasi Manusia. Ibid. Hlm. 58.
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bukan hanya dalam produk hukum daerah, namun dalam undany
undang yang ada saat ini. Beberapa undang-undang didalamnys
memiliki pengaturan yang berkaitan dengan MHA, justru menaruli
perbedaan dengan undang-undang lainnya. Tentu dalam prakiil
implementasinya, hal ini akan menimbulkan beragam penafsirai
yang berbeda-beda. Penafsiran yang berbeda tersebut secara lopit
akan menyulitkan para perumus kebijakan pada level pemetintahan
di bawahnya serta bagi pelaksana kebijakan yang berkaitan denga
MHA. Artinya, dalam bahasa yang lebih lugas, diperlukan regulasl
pada tingkat atas (dalam hal ini undang-undang) yang mampu
memberikan arah yang jelas untuk diturunkan dalam peraturi
yang lebih rendah sekaligus kompatibel untuk dilaksanakan.

Regulasi yang Belum Efektif

Melihat teks tertulis konstitusi, memang tidak ada yang salil
dengan sebaran undang-undang yang memuat ketentuan MIIA
saat ini. Pasal 18B Ayat (2) jelas menyatakan bahwa pengaturii
MHA diatur dalam undang-undang, bukan diatur dengan undany,
undang. Artinya, secara normatif memang tidak ada kewajiban by
negara untuk membentuk suatu undang-undang khusus tentan
MHA.

Namun demikian, permasalahan yang dihadapi hils
pengaturan MHA dilakukan secara parsial sebagaimana terjadi nil
ini adalah, sulit melakukan identfikasi terhadap MHA itu sendiil
Hal tersebut terlibat setidaknya dengan terminologi, definisi, (i
kritetia MHA yang berbeda-beda dalam undang-undang yang; s
Pada akhirnya, identifikasi MHA sangat bergantung pada lemlyj
atau instansi yang menginisiasi atau melaksanakan peratuiin
undang-undang pada sektornya masing-masing,

Istilah-istilah yang digunakan hingga saat ini antara i

masyatakat hukum adat,”” masyarakat adat,'®  masyaraloa
5 Digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 ‘Tahun 1960 tentang Peratui
Dasar Pokok-pokok Agraria, Undanp-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (eiuiy
Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tabun 1999 (eniaig

Kehutanan,,
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ttadisional,'” komunitas adat terpencil,® sampai pada istilah desa
itau nama lainnya.”” Definisi dan kriteria yang dibetikan dalam
Inasing-masing undang-undang tersebutpun berbeda-beda, sesuai
dengan  pendekatan masing-masing  lembaga/instansi yang
menanganinya.

Sulit memang menyalahkan kaidah normatif dalam konstitusi,
Katena mungkin pada saat ditumuskan, para perumus memiliki
itgumentasi dengan berkaca pada kenyataan yang ada di masanya,
ying tentu saat ini telah sangat berbeda dan tidak relevan.
Pettimbangan untuk memberikan pengaturan MHA dengan
undang-undang saat ini nampaknya belum menjadi agenda yang
mendesak. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah
menyiapkan draf RUU Pengakuan dan Petlindungan Masyarakat
Adat tahun 2012, namun hingga saat ini belum juga tembus
Menjadi  undang-undang.  Belum  lagi dengan  resiko
Inkonstitusionalitas apabila RUU tersebut menjadi undang-
undang.Kondisi inilah yang kemudian membuat MHA discluruh
penjuru Indonesia harus terus bersabar,menunggu pengaturan yang
lliempertegas keberadaan mereka meskipun pelanggaran atas hak-
hiknya terus terjadi.

Secercah harapan muncul ketika Mahkamah Konstitusi
iengabulkan sebagian permohonan yang diajukan dalam judicial
ltview Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan,  Melalui  putusannya,® Mahkamah - Konstitus:
tienentukan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi hutan negara

" Dipunakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Penpelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil g

" Jupga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Penpelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

* Digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang
P'embinaan Kescjahteraan Sosial Komunitas Adat Tetpencil

Y Yance Atizona (2013). Masyarakat Adat datam Kontestasi Pembarnan Hukam,

Makalah disampaikan dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat:
Upaya  peningkatan  efektivitas pemberdayaan  KAT  saat ini  dan
pengembangan kedepan,  diselenpparakan  oleh  Badan Perencanaan
Pembanpunan Nasional, Hotel Grand Suhid, Jakarta, 15 Mei 2013, Hlm. 1,

= Putisan Nomor 35/PUL-X /2012
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yang berada di wilayah masyatakat hukum adat, namun It sde
adalah hutan yang berada dalam wilayah masyaralar hulo wie
Hal tersebut merupakan salah satu momentam positil bl MEES
karena melalui putusan ini, berjuta-juta hekear hutan adai vais

sebelumnya dikuasai oleh negara, jatuh kembali ke tangan M
Artinya, salah satu permasalahan pada aspek regulasi, s
terkait hak MHA terhadap hutan adat setidaknya telah dinlul

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pery
diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, karena telah L o
kasus yang tetjadi selama kurun waktu Undang Unda
Kehutanan disahkan hingga judicial reviewnya diputus.”’ Nepa

melalui pemerintahnya harus dengan serius mengembalilian hi
hutan negara kepada MHA sehingga pengakuan MIIA tein i
secara lebih lanjut dapat mendapatkan status hukum yang |l
Pada tahapan ini, perlu adanya digagasnya kebijakan neiiilsl
tidaknya berbentuk beschikking untuk mengembalikan hutain wis
sebagai wilayah adat dari MHA.

Bila melihat kasus-kasus yang telah tetjadi, nampaki.
memang perlu memasukkan pengaturan MHA ke dalam nuain
. undang-undang organik dengan tujuan memberikan aral il
undang-undang lain maupun peraturan perundang-undangin
bawahnya. Tentu saja petlu desain yang hati-hati agar menjups
kualitas undang-undang tersebut, sehingga rumusan yang diclaj
tetap memenuhi kebutuhan MHA tanpa mengenyampingkan nyai i
konstitusinalitasnya terhadap Undang-Undang BITFY
1945.Harapannya pula, dengan arah pengaturan yang jelas, kuuliis
produk hukum daerah dapat menyesuaikan dengan kebuiuling
yang ada.®

2l Kasus konflik antara MHA dengan —terutama dengan petusahaan nwiiis
tetjadi hampir di selurub pulau besar di Indonesia seperti di Sumatera, Juv s
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali-Nusa Tenggata, dan Papua, datn yurg
disajikan cukup rinci dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, [l
Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Julaiis
Komnas HAM.

2 Dari 69 produk hukum daerah terkait MEHA yang terbit pasca Putusan Mi
Nomor 35/PUU-X/2012, masih didominasi dengan pengaturan lenilig
adat dan sisanya barulah membahas mengenai wilayah adat dan hutan i
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Regulasi yang Perlu Ditegaklkan

Setidaknya, meskipun belum  terdapat undang-undang  organik,

melalui pelaksanaan  putusan Mahkamah Ionstitusi mengenai
liutan adat akan membawa dampak yang cukup positif bagi MHA,
semisal agar pemerintah  daerah menjadi tidak ragu untuk
membentuk produk hukum daerah terkait perlindungan MHA,

karena MHA yang bersangkutan telah memiliki wilayah adat yang

dicatatkan oleh negara. Langkah tersebut tentu tetap harus
berpedoman  pada peraturan perundang-undangan sehingga
meminimalisir  kemungkinan  inkonstitusionalitas  tethadap
peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya.

Namun demikian perlu diingat bahwa, kehidupan MHA, sama
jeperti masyarakat pada umumnya meliputi sangat banyak sektor,
bukan hanya kehutanan. Karena pada kenyataannya, MHA juga
kerapkali mendapatkan diksriminasi pada sektor pelayanan publik.
Sebagian MHA yang menganut aliran kepercayaan leluhut, pada
praktiknya mengalami kesulitan dalam pembuatan dokumen
catatan-catatan - sipil semisal KTP dan Kartu Keluarga.”
Pengosongan kolom agama pada pada KTP MHA penganut
kepercayaan leluhur berakibat pada terhalangnya akses MHApada
pelayanan publik yang lain seperti tidak dapat dibuatnya rekening
bank® atau kurikulum pendidikan yang belum mengakomodir
kepercayaan leluhur dalam proses pembelajaran.

keberadaan MHA, desa adat, dan lembaga pelaksana, dalam Yance Arizona,
Outlook Epsitema 2017, Ibid, Hlm. 5

% Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukkan menentukan penduduk bahwa yang agamanya belum diakui
sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi
peghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam
database kependudukkan,

#  Petlu dijadikan catatan bahwa tidak semua MHA merupakan masyarakat ya-
ng terbelakang dan tidak mengenal terknologi —sebagaimana digambarkan
selama ini. Anggapan ini sangatlah fatal karena pada kenyataannya, tidak
sedikit MHA yang bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman namun
tetap menggunakan hukum adatnya sebagai filter, seperti yang ditemukan
pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi.
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Melihat praktik diskrimasi MHA pada berbagai bidang di nias
nampak bahwa hal tersebut merupakan dampak dati belum acdiunys
regulasi yang memberikan jalan keluar atas “hak tradisional” M114
serta sanksi bagi para pelanggar hak MHA tersebut, atau heluin
efektifnya penerapan peraturan yang ada.Bagi daerah yang terdiijin
MHA namun belum memiliki pengaturan mengenai MIIA
dipertukan upaya untuk membuat tegulasi tetkait MHA yany i
dalamnya memuat pula rumusan sanksi bagi pelanggar hak MI 1A
yang tetap memperhatikan bagaimana pembuktian pelanggaran il
tersebut. Melalui adanya sanksi dan penerapan sanksi yuiy
konsisten, tentu hak-hak MHA akan lebih mudah untuk dicajiu
Pada akhirnya, pemenuhan hak konstitusional dan hak tradisions
MHA bermuara pada tujuan negara yaitu mewujudkan kendila
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun di daerah-daerah yang telah memiliki instrumen

hukum mengenai MHA, maka implementasi atas aturan tcineli
harus ditegakkan sebagaimana mestinya tanpa pandang bulu, I'cil
ketegasan dalam mengimplementasikan aturan hukum mengons
MHA, termasuk bila yang melanggar hak MHA (el
adalahpara pemodal atau perusahaan swasta.

Penutup
Diskursus mengenai MHA dan hak-haknya memang alan el

besrgulir manakala belum ada konstruksi pengaturan yang kit 1o

tersebut juga diakibatkan karena bukan hanya MIIA iy
berhadapan dengan kondisi sulit, namun masyarakal w0
umumpun masih bethadapan dengan kondisi yang ticdale
berbeda. Hal tersebut merupakan fenomena yang .dibacap )
negara-negara yang masih berkembang,

Anggapan bahwa MHA merupakan masyarakat yang menolul el ol
zaman juga merupakan arpumentasi yang sanpat keliru, terutamn wepein
dikait-kaitkan dengan masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, selenphy
dalam Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin,d 2010, Scatuye Badwy B
Jakarta: Bumi Aksara, Hlm, 3,
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Dalam kondisi demikian, bukan berarti negara dapat
memalingkan dirinya dari realitas keberadaan MHA yang dalam
upaya pemenuhan hak-haknya masih banyak mengalami problem.
Problem-problem yang dihadapi tersebut, tetjadi mulai dati tahap
tegulasi, yakni pengaturan MHA yang diatur secara parsial dan
icktoral serta belum adanya undang-undang organik yang
Mmemberikan mempetkuat keberadaan MHA, serta pada tahap
Implementasi, dimana masih banyak ditemukan problem-probem
dalam pelaksanaan peraturan yang ada.
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Globalisasi hak asasi manusia (FIAM) yang telah berlangsung selama beberapa decade
telah menyebabkan perdebatan universalisme versus relativisme dalam hak asasi
manusia (HAM) semakin tajam di berbagai negara. Rejim HAM internasional dan para
pendukung prinsip universalisme HAM berusaha untuk mengimplementasikan norma-
norma HAM kesemua negara, melintasi batas-batas norma-norma local seperti agama
dan budaya serta kepentingan nasional suatu negara. Tentu “globalisasi” HAM ini tidak
berjalan mulus meskipun kian hari semakin banyak negara yang meratifikasi instrumen
HAM internasional. Hingga kini masih banyak negara yang meyakini bahwa ketika
manusia hendak mengklaim hak dan kebebasannya, mereka harus tunduk terhadap
norma-norma yang berkembang di masyarakat sebagai hasil dari consensus nasional di
Negara tersebut. Pendukung relativisme ini meyakini implementasi norma-norma HAM
tidak akan pernah dapat efekif diterapkan di berbagai Negara jika rejim internasional
memaksakan prinsip universalisme yang selama ini mereka agungkan.

Berangkat dari persoalan tersebut, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM)
Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi para pengajar HAM di
Indonesia berinisiatif menerbitkan buku untuk menjawab dinamika perdebatan
universalisme versus relativisme di Indonesia. Dengan bekerjasama dengan The Centre
for Human Rights, Multiculturalism & Migration (CHRM2) Universitas Jember yang juga
focus dalam kajian HAM, SEPAHAM Indonesia dan para pengajar HIAM yang bernaung
di dalamnya merasa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan
terkait dinamika HAM di Indonesia kepada masyarakat. Tentu pemikiran-pemikiran
yang ada di dalam buku ini masih memerlukan diskusi lanjutan sehingga SEPAHAM dan
CHRM2 telah berkomitmen untuk menerbitkan buku-buku lain terkait IHHAM.di masa
yang akan datang.
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